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PUTUSAN
Nomor 686/Pdt.G/2019/PA.Pra

d

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara
Cerai Talak antara:

Xxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di
Dusun Londar, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria,
Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

Xxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia,
tempat tinggal di Dusun Londar, Desa Loang Maka, Kecamatan
Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2019
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, dengan Nomor
686/Pdt.G/2019/PA.Pra, tanggal 04 Juli 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah
melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 25 Oktober

1998 di Dusun Londar, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria,

Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

471/16/X11/1998, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Janapria tanggal

21 Desember 1998;

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan

Termohon tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami
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isteri di rumah di rumah Pemohon di Dusun Londar, Desa Loang Maka,
Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah selama 21 tahun,
kemudian pada tanggal 28 Desember 2017 Termohon pergi ke Singapore
denagn izin dari Pemohon dan sedangkan Pemohon tetap tinggal di
rumah Pemohon hingga sekarang;

3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon
telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

a. xxX, Jenis Kelamin perempuan, umur 18 tahun, saat ini
dalam asuhan Pemohon;

b. xxX, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 9 tahun, saat ini
dalam asuhan Pemohon

4, Bahwa sejak 18 tahun pernikahan rumah tangga
Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang membawa
ketidaktenteraman lahir bathin bagi Pemohon antara lain disebabkan oleh:

a. Bahwa Termohon pernah selingkuh dengan laki-laki
lain, ketika Pemohon berada di Malaysia;

b. Bahwa Termohon sering mengeluarkan kata-kata kotor
(kasar) kepada Pemohon;

C. Bahwa Termohon sering menghabiskan uang dengan
tidak jelas, yang dikirimkan oleh Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara
Pemohon dan Termohon terjadi pada 28 Desember 2017 yang berakibat
pada terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon karena
Pemohon telah menyerahkan (menceraikan) Termohon kepada keluarga
Termohon sehinngga selama 2 bulan Pisah rumah tersebut antara
Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi dan
Termohon juga tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon lagi;

6. Bahwa atas keadaan tersebut, Pemohon sangat
menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi untuk
mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon dan telah
berketetapan hati untuk untuk menceraikan Termohon di hadapan sidang

Pengadilana Agama Praya ;
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara
ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxxxxx) untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxx) di depan sidang
Pengadilan Agama Praya ;

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang
berlaku ;

Susidair :
Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di
persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menghadirkan
orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun menurut relaas
panggilan tanggal 15 Juli 2019 dan relaas panggilan kedua tanggal 05
September 2019 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak
ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh alasan
yang sah menurut hukum, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya
Termohon;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Termohon tersebut, maka upaya
perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian
Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali
dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena itu kemudian dilanjutkan
dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap
dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat
didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka
sidang:

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:
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1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon
NIK: 5202070107790057, tanggal 21 September 2018, selanjutnya alat
bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai
cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 471/16/XI11/1998,
yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Janapria tanggal 21 Desember
1998, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata

cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

3. Surat Keterangan Ghoib Nomor: 471/26/2019, tanggal
13 Juli 2019, telah bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi
kode P.3;;
B. Saksi:
1. XXX, umur 60, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat

tinggal di Dusun Dusun Londar, Desa Lowang Maka, Kecamatan
janapria Kabupaten Lombok Tengah, telah memberikan keterangan
dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon
karena Pemohon adalah sepupu saksi;

- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah
suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Oktober 1998;

- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon semula
hidup rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;

- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Termohon
sering bertengkar mulut yang disebabkan Termohon selingkuh
dengan laki-laki lain pada saat Pemohon di Malaysia dan Termohon
sering berkata kasar kepada Pemohon;

- Bahwa, saksi tahu akibat dari percekcokan tersebut
sekarang Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan
rumah tangganya dengan Termohon dan berketapan hati untuk

menceraikan Termohon;
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- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon dan
Termohon untuk sabar, dan rukun kembali untuk membina rumah
tangga akan tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 50, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat
tinggal di Dusun Londarm Desa Lowang Maka, Kecamatan Janapria
Kabupaten Lombok Tengah, telah memberikan keterangan dibawah
sumpah di muka sidang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon
karena Pemohon adalah anak saksi;

- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah
suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Oktober 1998;

- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon semula
hidup rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;

- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Termohon
sering bertengkar mulut yang disebabkan Termohon selingkuh
dengan laki-laki lain pada saat Pemohon di Malaysia dan Termohon
sering berkata kasar kepada Pemohon;

- Bahwa, saksi tahu akibat dari percekcokan tersebut
menyebabkan Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan
rumah tangganya dengan Termohon dan berketapan hati untuk
menceraikan Termohon;

- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon dan
Termohon untuk sabar, rukun membina rumah tangga akan tetapi
tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak
keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada para saksi;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk
mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai
dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk
kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan
perkara ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir dipersidangan, sedangkan
Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan
suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., perkara
ini harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan dalam perkara ini adalah
Pemohon mohon agar dapat bercerai dengan Termohon karena sering terjadi
percekcokan yang disebabkan oleh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain
pada saat Pemohon di Malaysia dan Termohon sering berkata kasar kepada
Pemohon dan akibat dari percekcokan tersebut Pemohon sudah tidak sanggup
lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan berketapan hati
untuk menceraikan Termohon sehingga dengan Pemohon memohon kepada
majelis hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut
Termohon tidak didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang perlu
dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah pokok permohonan
Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan Undang-undang
Nomor 1 tahun 1974 ? dan apakah Pemohon dan Termohon masih bisa
dirukunkan kembali, dan apa yang menjadi penyebab percekcokan dalam
rumah tangga Pemohon Termohon ?;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 ayat ( 1) RBg. tersebut sangat
relevan (sesuai) dengan kaidah hukum Islam yang Majelis Hakim sependapat
dan mengambil alih kaidah tersebut dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il hal.
405 yang berbunyi :

a 52 Y pllb 949 i pls praluall PS5 o oS> Wl 05 o
Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam,
kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan
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gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam tersebut maka
perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon dan ketidak
hadiran Termohon tersebut menyebabkan gugurnya hak jawab dari Termohon,
sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis
membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam meneguhkan dalil-dalilnya, telah
mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.1 (fotokopy
Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi
bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Pemohon yang
berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Praya, sehingga bukti tersebut
telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 2 (fotokopy Kutipan Akta Nikah)
yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan
aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Pemohon
dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan
materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat
(volledig en bindende bewijskrackht), maka harus dinyatakan terbukti bahwa
antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah,
hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan
sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
secara formil saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi sebagaimana
ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 RBg,;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai

angka 2 sampai 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami
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sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg. sehingga keterangan
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat
bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti
fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 25 Oktober
1998 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Janapria;

2. Bahwa, awalnya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan
rukun, akan tetapi dari sejak Desember tidak harmonis lagi dan sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon
selingkuh dengan laki-laki lain pada saat Pemohon di Malaysia dan
Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;

3. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada 2017 yang mengakibatkan
Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya
dengan Termohon dan berketapan hati untuk menceraikan Termohon;

4. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan
damai baik oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta
hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan
suami istri yang sabh;

2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk
dirukunkan;

3. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon
selingkuh dengan laki-laki lain pada saat Pemohon di Malaysia dan

Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
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Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut telah
merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon
telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk
ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara
Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) dan tidak mungkin
dapat disatukan kembali dalam ikatan perkawinan bahkan Pemohon dengan
Termohon sudah pisah tempat tinggal, maka dengan demikian permohonan
Pemohon telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun
1974 dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal ini
sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237
K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa “cekcok, hidup
berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak
berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta
yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian”, maka secara yuridis telah
memenuhi alternatif alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum lIslam yang tersirat
dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang
Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah
dan rahmah, namun jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri
telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian
dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi
berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka
agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma
agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif
untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan
Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam

Al Qur'an surat Al Bagarah ayat 227 yang berbunyi :
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esls grow alll 918 Ml lgo e 0lg
Artinya :"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka
sesunguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"”

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah tersebut di atas, jika salah
satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak
lainnya, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan
keduanya dalam mabhligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi
pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah
(broken down marriage). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak
akan memberi harapan mashlahat bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka
peluang timbulnya mafsadat (keburukan) yang lebih besar. Hal ini sesuai
dengan teori hukum Islam yang terdapat dalam Kitab al-Qawaid al-Fighiyyah li
al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2 yang selanjutnya diambil
alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

tllandl cd> e paso awlaodl € )
Artinya : “Menolak  kerusakan/mafsadat  harus didahulukan daripada
mengedepankan kebaikan/maslahat”

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga yang demikian tetap
dipertahankan sudah barang tentu akan menimbulkan kemelut rumah tangga
(perpecahan) yang semakin meluas dan berkepanjangan, dengan demikian
dalil-dalil permohonan Pemohon untuk diizinkan mengikrarkan talak terhadap
Termohon dinilai telah memenuhi unsur-unsur penting sebagaimana yang diatur
dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tanpa menguji atas doktrin kesalahan
para pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang
dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup
alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, dan
karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan
Pemohon mengenai izin talak raj'l tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi
Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan. sehingga Pengadilan

menetapkan mengizinkan Pemohon  untuk mengucapkan talak satu raj'i

Hal 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya setelah
putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai
ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil
secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan  permohonan Pemohon
dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (XXxxXXXx)
untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxx) di
hadapan sidang Pengadilan Agama Praya,;

4, Membebankan kepada Pemohon untuk
membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat
puluh satu ribu rupiah);

Demikian Pengadilan Agama Praya menjatuhkan putusan ini dalam
permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019
Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1441 Hijriyah. oleh Drs. H.
Moh. Nasri, B.A., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Muhlis, S.H. dan
Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota serta
diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Lalu
Durasid, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa
kehadiran Termohon.

Hakim Anggota I, Ketua Majelis
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H. Muhlis, S.H. Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.
Hakim Anggota Il

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Lalu Durasid, S.H.
Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran ' Rp.
30.000,-
2. Biaya Proses: Rp.
50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.

345.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-

5. Redaksi : Rp. 10.000.-
Jumlah :Rp. 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)
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